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ABSTRACT 

 

The role of the police is to provide protection, guidance and service to the community. This role 

is contained in Article 1 point 3 of Perkap no. 8 of 2021 concerning Procedures for Handling 

Criminal Acts states that Restorative Justice is the resolution of criminal acts by involving the 

perpetrator, victim, perpetrator's family, victim's family, community leaders, religious leaders, 

traditional leaders or stakeholders to jointly seek a just resolution through peace with 

emphasizes restoration back to its original state. For example, on October 26 2022, the Koto 

Tangah Police carried out restorative justice against the perpetrator who stole the mosque 

charity box. Problem formulation: 1) What is the role of the Koto Tangah Sector Police in 

carrying out the restorative justice process in cases of criminal acts of theft? 2) What are the 

obstacles to the Koto Tangah Sector Police in carrying out the process of restorative justice in 

cases of criminal acts of theft? Type of sociological juridical research, data sources are primary 

data and secondary data. Data collection using interviews and document study. Data was 

analyzed qualitatively. Research Results: 1) The role of the Koto Tangah Police in carrying out 

the restorative justice process in cases of criminal theft, namely, receiving reports, evidence, 

examinations, carrying out mediation processes and negotiation processes. 2) The obstacle for 

the Koto Tangah Police in carrying out the restorative justice process in criminal cases of theft 

is the internal obstacle of limited human resources for personnel who have mediation or 

negotiation skills. External obstacles include lack of facilities, lack of public awareness in 

resolving cases using restorative justice. 
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I. PENDAHULUAN 

   A. Latar Belakang 

Dalam penanganan kasus pencurian, 

pendekatan restorative justice dapat menjadi 

alternatif dari sistem peradilan pidana. 

Pendekatan restorative justice bertujuan untuk 

memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh 

tindakan kriminal dan mencapai rekonsiliasi 

melalui dialog terbuka dan responsif antara 

korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam 

pandangan hukum, restorative justice 

menemukan landasan dalam filosofis dasar dari 

sila ke-empat Pancasila, dimana musyawarah 

menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan, 

selain itu penyelesaian perkara dilakukan dengan 

mediasi korban pelanggar, keadilan yang 
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mampu menjawab kebutuhan yang sebenarnya 

dari korban, pelaku, dan masyarakat.  

peranan kepolisian dalam 

menyelesaikan perkara tindak pidana 

pencurian yang didasari oleh hukum bagi 

pihak kepolisian melakukan restorative 

justice. Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan 

Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan 

Restoratif. 

Keadilan restoratif yang menekankan 

pemulihan kembali pada keadaan semula dan 

keseimbangan perlindungan dan kepentingan 

korban dan pelaku tindak pidana yang tidak 

berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu 

kebutuhan hukum masyarakat saat sekarang ini, 

apa lagi kasus yang dilakukan pelaku hanya 

tergolong pidana ringan. Konsep baru 

penegakan hukum pidan aini untuk 

mengakomodir norma dan nilai yang berlaku 

dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus 

memberikan kepastian hukum terutama 

kemanfaatan dan keadilan Masyarakat. 
Pada tahun 2022, Kepolisian Daerah Sumatera 

Barat mencatat bahwa sebanyak 257 kasus 

pidana di Sumatera Barat dapat diselesaikan 

melalui restorative justice. Restorative justice 

dalam penanganan tindak pidana pencurian 

dapat menjadi alternatif atau pelengkap dari 

sistem peradilan pidana tradisional.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka 

penulis tertarik untuk untuk membuat karya 

ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: 

“Peranan Kepolisian Sektor Koto Tangah 

Dalam Melakukan Proses Restorative Justice 

Pada Perkara Tindak Pidana Pencurian”. 

  B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah peranan Kepolisian Sektor 

Koto Tangah dalam melakukan proses 

restorative justice pada perkara tindak 

pidana pencurian? 

2. Apa sajakah kendala-kendala yang 

dialami oleh Kepolisian Sektor Koto 

Tangah  dalam melakukan proses 

restorative justice pada perkara tindak 

pidana pencurian? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis bagaimana peranan 

Kepolisian Sektor Koto Tangah 

melakukan proses restorative justice 

pada perkara tindak pidana pencurian. 

2. Untuk menganalisis apa saja kendala-

kendala Kepolisian Sektor Koto Tangah 

dalam melakukan proses restorative 

justice pada perkara tindak pidana 

pencurian. 

II. METODE PENELITIAN 

    A. Jenis Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitiaan yang digunakan 

adalah Yuridis Sosiologis  

2. Sumber Data 

Sumber data terdiri dari sumber Data 

Primer dan Sekunder 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data 

mengunakan Studi Dokumen dan 

Wawancara 

4. Analisa Data 

Teknik analisa data menggunakan 

Analisa Kualitatif 

III. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

A. Peranan Kepolisian Sektor Koto Tangah 

dalam melakukan proses penerapan 

restorative jsutice pada perkara tindak 

pidana pencurian. 

Peranan Pihak Kepolisian Sektor Koto 

Tangah dalam  melakukan proses penerapan 

restorative jsutice terhadap tindak pidana 

pencurian adalah sebuah metode yang mencakup 

aspek teoretis dan praktik. Restorative Justice 

merupakan dimensi baru dalam penyelesaian 

perkara di luar pengadilan melalui mediasi 

penal.  

Polisi penyidik Polsek Koto Tangah 

memastikan bahwa proses restorasi dalam kasus 



  

pencurian berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip 

keadilan dengan melakukan beberapa langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan keterangan dan bukti: 

Polisi penyidik Polsek Koto Tangah 

mengumpulkan keterangan dan bukti yang 

terkait kasus pencurian, seperti laporan 

korban, laporan pelaku, dan bukti yang 

ditemukan. 

2. Melakukan pemeriksaan: Polisi penyidik 

Polsek Koto Tangah melakukan 

pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana 

dan korban untuk mengumpulkan data yang 

lebih lanjut. 

3. Melakukan proses mediasi dan negosiasi: 

Polisi penyidik Polsek Koto Tangah 

melakukan proses mediasi dan negosiasi 

antara pelaku tindak pidana dan korban, 

dengan menggunakan pendekatan 

restorative justice.. 

Dengan melakukan langkah-langkah 

ini, polsek Koto Tangah memastikan bahwa 

proses restorasi dalam kasus pencurian 

berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip 

keadilan, yang melibatkan pemulihan 

kembali keadaan semula dan bukan 

pembalasan. 

B. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh 

Kepolisian Sektor Koto Tangah dalam 

melakukan proses Restorative Justice 

pada perkara tindak pidana pencurian. 

Salah satu kendala internal utama adalah 

keterbatasan sumber daya, baik dari segi 

personil maupun kurangnya keterampilan dalam 

mediasi dan negosiasi. Hal ini dapat 

mempengaruhi kemampuan kepolisian untuk 

melaksanakan proses Restorative Justice secara 

efektif dan efisien. Keterbatasan sumber daya 

baik dari segi personil dan kurangnya 

keterampilan dalam mediasi dan negosiasi dalam 

menyelesaikan kasus pencurian dengan sistem 

keadilan restorasi dapat menjadi kendala yang 

signifikan. Kendala Eksternal Kepolisian Sektor 

Koto Tangah 

1. Keterbatasan sarana dan prasarana: 

Kepolisian dapat memiliki keterbatasan 

sarana dan prasarana, seperti fasilitas ruang 

mediasi, dan sarana komunikasi. .  

2. Kurangnya kepercayaan masyarakat 

terhadap restorative justice: Masyarakat 

mungkin tidak percaya bahwa restorative 

justice dapat memberikan hasil yang adil 

dan memuaskan. Masyarakat juga berharap 

tetap diadakannya sanksi atas tindak pidana 

yang dilakukan oleh tersangka.  

3. Kurangnya dukungan dari pihak-pihak 

terkait untuk membantu jalannya 

penerapan Restorative Justice, Restorative 

justice memerlukan dukungan dari 

berbagai pihak, seperti ketua pemuda, 

ketua RT/RW, masyarakat, dan lembaga 

adat atau lembaga masyarakat lainnya. 

IV. PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Peranan Kepolisian Sektor Koto Tangah 

dalam melakukan proses penerapan 

restorative jsutice pada perkara tindak 

pidana pencurian dengan melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Mengumpulkan keterangan dan 

bukti. 

2) Melakukan pemeriksaan. 

3) Melakukan proses mediasi dan 

negosiasi. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi pihak 

Kepolisian Sektor Koto Tangah dalam 

melakukan proses Restorative Justice 

pada perkara tindak pidana pencurian 

adalah : 

1) Kendala Internal yaitu kurangnya 

sumber daya manusia pihak 

kepolisian yang paham konsep 

restorative justice, kemampuan 

melakukan mediasi dan negosiasi. 

2) Kendala Eksternal yaitu kurang 

lengkapnya fasilitas atau ruang untuk 

mediasi, kurangnya kesadaran dan 



  

kemampuan masyarakat memahami 

konsep retoratvef justice.   

  B. Saran 

1. Kepada pihak kepolisian terus 

meningkatkan kemampuan personilnya 

dalam spesialisasi melakukan mediasi, 

negosiasi untuk pelaksanaan 

restorative justice terhadap kasus-

kasus yang memenuhi syarat menurut 

Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 

2021 tentang Penanganan Tindak 

Pidana Berdasarkan Keadilan 

Restoratif. 

2. Kepada kepolisian dan tokoh 

masyarakat secara terus menerus 

menumbuhkan kesadaran masyarakat 

untuk dapat saling memaafkan apabila 

tersangkut kasus yang dapat 

diselesaikan dengan restorative justice. 

3. Kepada masyarakat diharapkan 

kesadaran dan kelapangan hati untuk  

penyelesaian kasus tindak pidana 

ringan yang dapat dilakukan 

restorative jaustice  
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